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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA (APBK)
KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA TANGSA,

babwa schubungan dengan perkembangan yang ridak sesuai dengan asumsi kebijakan uvimunm APBK,
keadaan yang menyebabkan pergeseran anrara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belangja,
keadaan vang menyebabkan sisac lebihy tahun angearan sehelumnya harus diguonakan unruk pembiayvian

daban mbun anggaran beralan maka perlu dilakukan perubalian APBK tahun anggaran 2008,

bahwa  sebagai pelaksanaan Kepurusen Gubernur Nangeroe Acelh Darussalam Nomor KU1
S03/939/2008 rentang Bvaluasi Rancangan Oanun Kot Dangss Tahun 2008 rentane Derubalom

Anggaran Pendaparan dane Belania Kota Langsa Tahon Anzgarn 2008 dans Rancane Dovaoin

walikota Lanesa renmang Pernbatian Penjabarnn Ancearan Pendaparan don Belanin Kono g e
Anggaran 2008;

Bahwa schubungan dengan hal rersebat pada humita dan burat b Perababan Anegaran Pendapatan dan

Belania Kora Fangsa perlu diretapkan dengan gqanng

UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Paiak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Tndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Fembaran Negarn Nomor 3312Y sehagaimana
telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesta
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncesia Nomor 3569) ;

Undang!Indang Nomor 18 Tahun 1997 rentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerab (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sehagaimana telah diubal dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Tndonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nonaor

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolchan Tak Atas Tanah dun Bangunan
(I cnbaran Nogara Republik Indonesin Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Fembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) ;

UindingUndang Nomor 28 Tahon 1999 1entang Penvelenggaraan Negara vang bersih dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Fembaran Negara Republik Indonesia Tahon 1999 Nomor 75, Tambahan

I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Uindang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tenrang Pembenrukan Dacrah Kota Langsa (Fembaran Negara
Republik Indonesia Tahuo 2004 Nowor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4110);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenrang Kevangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
UndangUndang Nomor | Tahun 2004 rentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399)
Undangtindang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389)

UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 rentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjiawab
Keuangan Negara (Lembaran Negaro Republik Indonesia: Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republils Tndonesin Nomor 4400)

10. Undangundang....



10.

20.

27.

29

UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Repuhlik
Indonesia Negara Nomor 4421) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 renrang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Dacrah (embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undangundang Nomor 11 Tahun 2006 renrang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
IndonocsiaTahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Peramiran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajuk Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Nogara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

Peraruran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tenrang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoensia Tahun 2000 Nomor 119, Tambalun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ¢
Peraruran Pemerinah Nomor 24 Tahon 2004 renrang Kedodukan Protokoler dan Kenangan Pimpinan
dine Anggora DPRD sebagaimaoa relal riga kali diubaby, terakhir dengan Peraturan Pemerintahy Nomor
20 Tahan 2007 Perubaiiin Ketiga atas Peraturan Pemerinedh Nomor 24 Fahun S04 rentatg
Kedudukan Prorokoler dan Kevangin Pimpinan dan Angeorn DPRD U Lembaran Negaaa Republik
Indonesia Tahun 2007 Nowor 47, Tambahan Lembaran Negra Republik Tndonesia Nomor 4712)

-

Peraruran Pemerintah Nomor 23 Talhon 2005 tentang Pengclolaan Kenangan Badan Tavanan U
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tabue 2005 Nomor 58, Tambahan fembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4502),
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Taliun 2005 tenrang Standar Akunrasi Pemeringahan (embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repulsik Indonesia
Nomor 4503);

1
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 renrang Pinjaman Dacrali (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Namor 49, Tambahan embaran Newara Republik Indonesia Notor 4574

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 rentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabiun 2005 Nomor 137, Tambahan [embaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575)
Peraruran Penmerintah Nomor 56 Tahun 2005 rentang Sistem Informasi Keuangan Dacerah (0 embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambaban Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor §7 Tahun 2005 rentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Pahun 2005 Nomor 138, Tumbabhan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4577),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 rentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2005 rentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
I.etubaran Negara: Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraruran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penvelenggaraan Pemerintahy Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintaly (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Dacerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008
rentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 rentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrahy

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2008;

Qanun Acch Nomor 3 Tahun 2007 tenrang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Dacrah
Nanggroe Acch Darussalanm Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Dacrah Nanggroe Acch
Darussalam Nomor 3);

30. Qanun Kora Langsa....



30 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahur 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa
Tahun Anggaran 2008(Lembaran Dacrah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1
Anggaran Pendaparan dan Belanja Kora Langsa Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 331.376.297.493.

bertambah sejumlah Rp. 6.837.410.412,11 schingga menjadi Rp. 338.213.707.905,11 dengan rincian sebagai
berikut:

I Pendaparan Dacrah

a0 Semula Rp 316,204,459,050.00
b, Berrambah / (Berkurang) Rp o 6,340,439.1 26.00
Jumlah Pendaparan Serelah Perabahan Rp 322,544,898,176.00
2 Belania Daerah:
4. Semula Rp 331,376,297,493.00
b, Bertambah / (Berkurang) Rp  6,837,410,412.11
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 338,213,707,905.11

Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan  Rp (15,668,509,729.11)

3 Pembiayaan Dacrah:

a. Penerimaan

. Semula Rp  16,744,726,851.00

2. Berrambah / (Berkurang) Rp 1,199,057,581.11
Jumlah Penerimaan Serelah Perubahan Rp 17,943,784,432.11

b, Pengeluaran

1. Semula Rp 1,572,888,408.00

2. Berrambah / (Berkurang) Rp 702,086,295.00
Jumiah Pengeluaran Screlah Perubahan Rp  2,274,974,703.00
Jumlah Netto Setelah Perubahan Rp 15,668,809,729.11
Sisa Lebih Pembiavaan Anggaran Setelah Perubaban Rp 0.00

Pasal 2

I Pendapatan daerah scbagaimana dimaksud dalam pasal 1 rerdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

. Semula Rp  21,743,600,000.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp  1,704,000,000.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp  23,447,600,000.00
b.  Dana Perimbangan
. Semula Rp 287,535,520,554.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp  2,041,128,777.00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp 289,576,649,331.00
¢. lain Lain Pendapatan Yang Sah
1. Semula Rp  6,925,338,496.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp  2,595,310,349.00
Jumlah Lain Lain Pendapatan Yang Sah Setelah Perubahan Rp  9,520,648,845.00

2 Pendaparan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf a rerdiri dari:
A Pajak Dacrah

I. Semula Rp 3,705,000,000.00
2. Berrambah / (Berkurung) ‘ Rp .
Jumibah Pajak Dacrads scchd, Derabahan Ry 3,705.000,000.00

b. Retribusi Daerah....



b.  Retribusi Daerah

[. Semula Rp  10,698,600,000.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 14,000,000.00

Jumlah Retribusi Dacrah Setelah Perubahan

¢ Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah yang dipisahkan

1. Semula Rp 540,000,000.00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp

Jumlah Hasil Pengelolian Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Setelah Perubahan

d. Laindain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. Semula Rp  6,800,000,000.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 1,690,000,000.00

Jumlah Laindain Pendaparan Asli Dacrab vang sah

Setelah Perubahan

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurat b rerdiri dari:

A, Dana Bagi Hasil

1. Semula Rp  38,236,540,554.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp  2,041,128,777.00

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan

b.  Dana Alokasi U mum

. Semula Rp 215,308,980,000.00

2. Berrambah / (Berkurang) Rp

Jumibah Dana Alokasi Unmunm Serelahy Perubahan

¢ Dana Alokasi Khusus

. Semula Rp o 33,990,000,000.00

2 Bertumbah / (Berkurang Rp

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelidh Perubaban

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

-

10,712,600,000.00

540,000,000.00

8,490,000,000.00

40,277,669,331.00

15,308,980,000.00

33,990,000,000.00

ainclain Pendapatan Daerah vang sah sebagaimana dimaksud pada ayar (1) hurut ¢ terdiri dari:
]

a. Hibah
. Semula Rp
2. Bertambahy / (Berkurang) Rp

Jumtah 1ibah Setclah Perubahan

b, Dana Darurat
1. Semula Rp
2. Berrambah / Berkurang) Rp

Jumlah Dana Darurar Serelah Perubaban

¢.  Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Dacerah Lainnya

. Semula Rp  6,925,338,496.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 504,985,949.00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya Setelah Perubaban

Jd. Dana Penvusaian dan Qronomi Khusus

1. Semula Rp

2. Berrambah / (Berkurang) Rp  2,090,324,400.00

Jumbah Dana Penyusiian dan Otonomi Khusus

Setelah Perubahan

v, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Dacrah lainnya
1. Semula Rp
2 Berrambah /7 (Berkurang Rp

Jumbah Banman Kemangasedari Provataw Pemerintah Dacrah

ainnya Setelah Perubaban

Rp

Rp

Rp

Rp

7,430,324,445.00

2,090,324,400.00

Pasal 3...



Pasal 3
Belanja Daerah scbagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a.  Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp 182,019,919,534.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (10,127,890,424.89)

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan

b.  Belanja Langsung
. Semula Rp 149,356,377,959.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 16,965,300,837.00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Belanja Pegawai
1. Semula Rp 155,285,228,334.00
2. Berrambah / (Berkurang) Rp (13,230,926,504.89)

Fumlah Belanja Pegawai Screlah Perubahan

b, Belanja Bunga
. Seinula Rp
2. Berrambah / (Berkurang) Rp

JTumbih Belania Bunga Serelahy Perubahan

¢ Belanja Subsidi
. Semula Rp
2. Berrambah / (Berkurang) Rp

Jurnlaly Belanja Subsidi Serelahy Perubahan

d. Belanja Hibah
. Semula Rp  3,924,600,000.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 129,850,000.00

Jumlal Belanja Hibah Serclah Perubahan

¢ Belanja Banruan Sosial
1. Semula Rp  13,442,200,000.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp  4,848,500,000.00

Jumlah Belanja Sosial Setelah Perubahan

£ Belanja Bagi Hasil
1. Semula Rp
2. Bertambah / (Berkurang) Rp

Jumlah Belanja Bagi 1asil Serelah Perubahan

Semula Rp  8,867,891,200.00

g Belanja Banruan Keuangan
1
2. Bertambah / (Berkurang) Rp  (1,975,313,920.00)

Jumlah Belanja Banruan Keuangan Setelah Perubahan

. Belanja Tidak Terduga
I Semula Rp 500,000,000.00
2 Bertnbah / Berkuramg Rp 100,000,000.00

Jumibah Belania Tidab Terduga Serelah Perababun

Belania Langsung sehagaimana dimaksud pada avar () hurat b eerdied dari:

a. Belanga Pegawai
1. Semula Rp  46,971,433,180.00
2. Berrambah / (Berkurang) Rp 3,048,411,3060.00

umlah Belanja Pegawai Setctah Perubahan
L : it

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

171,892,029,109.11

166,321,678,796.00

142,054,301,829.11

4,054,450,000.00

18,290,700,000.00

6,892,577,280.00

OOOONN 000,00

50,019,844,540.00

b. Belanja barang dan jasa..



. Semula Rp  43,259,624,665.00
. Bertambah / (Berkurang) Rp  6,731,151,239.00

b. Belanja Barang dan Jasa
]
2

Jumlah Belanja Barang Jasa Setelah Perubahan

¢.  Belanja Modal

I. Semula Rp 59,125,320,114.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 7,185,738,238.00

Jumlah Belanja Modal Sctelah Perubahan

Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

. Semula Rp 16,744,726,851.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp  1,199,057,581.11

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

b, Pengeluaran

[ Semula Rp  1,572,888,408.00

~

2. Bertambah / (Berkurang) Rp 702,086,295.00

Tnmlab Pengeluaran Serelal Porubaban

Pereritnaan sebagnimana dimaksud pada avar () hurot o rerdiri dari:

A Sisa lebib Porhitungan Anggaran Tabun Angearan sebelummnya (S11LPA)
b, Semula Rp  10,744,726,851.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 1,199,057,581.11

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Schelunminya (SH.PA) Sctelah Perubahan

b, Pencairan Dana Cadangan
I. Semula Rp
2. Berrambah / (Berkurang) Rp

Jumlah Dana Cadangan Setelah Perubahan

¢, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp
2. Bertambah / (Berkurang) Rp

Jumlah Tasil Penjualan Kekayaan Dacrah Setelah Perubahan

d.  Pencrimaan Pinjaman Dacrah
. Semula Rp
2. Bertambah / (Berkurang) Rp

Jumlah Pinjaman dacrah Serelah Perubahan

. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
I Semula Rp
2. Berrambah / (Berkurang) Rp

Jumlah Pencerinaan Kembali Pemberian

Pinjamian Sctelah Perubabian

[ Penerimaan Piurang Daerah
1. Semula Rp

2. Bertambah / (Berkurang) Rp

Tumlah Penerinaan Pinrang Daeraly Setelah Perubabian

Pengeluaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) hurut b rerdiri dari:
4. Pembenrukan Dana Cadangan

1. Semula Rp

2. Berrambah / (Berkurang) Rp

Tumibah Pembenmukan Dana Cadinean Serelads Pernhalaon

Rp  49,990,775,904.00

Rp 66,311,058,352.00

Rp 17,943,784,432.11

Rp  2,274974,703.00

Rp 17,943,784,432.11

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

b. Penvertaan AModal..



b, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Dacrah

. Semula Rp  1,000,000,000.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 648,000,000.00
Jumlah Penyertaan Modal Serclah Perubahan Rp  1,648,000,000.00
¢.  Pembayaran Pokok Utang
1. Semula Rp 572,888,408.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 54,086,295.00
Jumlah Pembayaran Pokok Urang Seteluh Perubahan Rp 626,974,703.00
d. Pemberian Pinjaman Daerah
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah Pemberian Pinjaman Dacrah Setclah Perubahan Rp -
Pasal 5

Uraian febih lanjut Perubahan Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal
[, rercantum dalam lampiran yang merupakan bagian vang ridak rerpisahkan dari Peraruran Daerah ind, rerdiri
dari ;

I Lampiran | Ringkasan Perubahan APBK;

2 Lamwiran 11 Ringkasan Perubahan APBK menurut urusan Pemerintahan Dacrah dan Organisasi
SKPD;

3 Fampiran [11 Rincian  Perubahan  APBK  menurut Pemerintahan Dacrah,  Organisasi - SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4 Lampiran 1V Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Dacrah, Organisasi SKPD), Program
dan Kegiatan,

5 Lampiran V Rekapirulasi Belanja Ko unruk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Dacrah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Kevangan Negary;

6 lLampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabaran;

7 Lampiran VII Dufrar Kegiaran-Kegiatan: Tahun Anggaran schelumnya yang belum disclesaikan dan

dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8 Lampiran VIII. - Dafrar Pinjaman Dacral dan Obligasi Dacraly;

Pasal 6
Walikora mencrapkan Peraruran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendaparan dan Belanja Kora sehagai
Landasan Operasional Pelaksanaan APBK.

Pasal 7
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannva dalam
Berita Dacrah.
Dyisahkan di Langsa

pacda tanggal 3 Desember 2008 M
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Dinndangkan di Dangsa
pada tingeal 3 Desciber 2008 M
5 Dzulhijiah 142911
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TA LANGSA,

SYAIFULLAH

FEMBARAN DALRATT KOTA TANGSA TATITIN 2008 NOMOR 1Y



